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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan data dari subjek penelitian, menunjukan bahwa peraturan 

pemerintah Nomor 34 tahun 2021 Tentang Tenaga Kerja Asing sudah 

diterapkan di Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2021 dimana tingkat 

pelayanan sampai pada pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing (RPTKA) di laksanakan secara Online melalui aplikasi TKA. Dan 

untuk sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 Tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Nusa Tenggara Barat sudah dilakukan 

sejak tahun 2021 dan itu tidak lepas koordinasi dengan kementerian Tenaga 

Karja RI. Untuk Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 

bahwa itu sangat Efektif di Nusa Tenggara Barat dan itu semakin banyak 

peneningkatan Tenaga Kerja Asing yang mulai bekerja di Nusa Tenggara 

Barat.  

2. Lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker hanya terbatas pada 

pemanfaatan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (IMTA) oleh 

pengguna tenaga kerja asing, khususnya terkait IMTA perpanjangan dan 

IMTA sementara. Akibatnya, berbagai indikasi ketidakpatuhan dapat 

muncul dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di domain ini. Biasanya, 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB melakukan pengawasan terhadap IMTA 

yang diperpanjang dan bersifat sementara, yang berkaitan dengan 

penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi 
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potensi pelanggaran di lapangan. Penting bagi pihak terkait untuk 

memantau proses pengawasan ini untuk memastikan bahwa hal itu 

dilakukan dengan cara yang terorganisir dan menguntungkan. 

B. SARAN  

1. Bidang sumber daya manusia harus secara proaktif mengantisipasi dan 

beradaptasi dengan tren yang muncul untuk secara efektif mengelola 

perubahan dalam norma industri yang berlaku dan tata kelola organisasi. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan mekanisme 

pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan penegakan peraturan yang 

efisien terkait dengan entitas komersial dan manufaktur. Tujuan penerapan 

undang-undang adalah untuk memastikan bahwa hak dan tanggung jawab 

pemberi kerja dan pekerja ditegakkan dan seimbang, sehingga 

meningkatkan produktivitas dan kemakmuran di tempat kerja. 

2. Disnaker NTB disarankan untuk mengeluarkan peringatan kepada 

perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, menekankan perlunya 

tenaga kerja asing untuk mengelola dan memperbarui IMTA mereka untuk 

mencegah potensi masalah yang timbul di masa depan. 

a. Sangat penting bagi pengawasan untuk menunjukkan ketegasan yang 

lebih besar dalam menerapkan langkah-langkah dan meningkatkan 

kolaborasi antara perusahaan dan instansi terkait untuk mencegah 

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 

b. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA, disarankan agar 

dilakukan pengawasan secara berkala setiap tiga bulan sekali untuk 
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memastikan efektifitas sistem tersebut. pengawasan berjalan efektif dan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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